
Dipindai dengan CamScanner

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu~ 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabulih· (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Mengingat

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan
Walikota Nomo 41 Tahun 2022 ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, perlu disusun penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021;

b. babwa rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pen~apatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

WALlKOTA PRABUMULTH,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR "\2 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan at as
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
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10, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

.'
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TAHUNANGGARAN2021
DAERAHBELANJADANPENDAPATAN

WALlKOTA PRABUMULIH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

PERATURAN
PENJABARAN
ANGGARAN

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun
2012 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020
Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun
2021 tentang Peru bah an Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 9);

23. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2022
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor
41);

24. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 100 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
8elanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 100);

25. Peraturan WaJikota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 73).

26. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2020 Nomor 79).

Menetapkan
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Walikota Prabumulih ini.

PasalS

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Walikota Prabumulih ini.

Pasa14

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran IPeraturan Walikota irii,

Pasal2

Rp 148.113.165.659,41
Sisa lebih pernbiayaan anggaran
tahun berkenaan

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan AsHDaerah Rp 80.782,256.531,97
b. Pendapatan transfer Rp 902.4 76.004.563,08
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah R2 25.839.520.000~00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp 1.009.097.781.095,05
2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi Rp 743.636.956.940,00
b. Belanja Modal Rp 169.883.537.767,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 5.364.887.909,00
c. Belanja Transfer R:Q 30.156.449.400200

Jumlah Belanja Daerah Rp 949.041.832.016,00

Surplusj (Defisit) Rp 60.055.949.079,05
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 89.757.216.580,36
b. Pengeluaran Pernbiayaan RQ 1.700.000.000100

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 88.057.216.580,36

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

Pasal1

"
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BERlTA DAERAH KOTAPRABUMULIHTAHUN 2022 NOMOR t\1.

0625199503 1 001

SEKRETARISDAERAH

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal '30 A9uShl.: 2022

Ditetapkan di Praburnuiih
pada tanggal :;0 A911.t+U~ 2022

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Peraturan Walikota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal6
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